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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.​ LATAR BELAKANG 

Good Governance merupakan cita-cita yang menjadi visi dari 

setiap Negara termasuk Indonesia, secara sederhana good governance 

dapat diartikan sebagai prinsip pokok dalam mengatur kehidupan 

bernegara yang berlandaskan pada akuntabilitas publik, kepastian 

hukum dan transparansi publik. 

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan 

tentang azas-azas umum Penyelenggaraan Negara, salahsatunya yaitu 

Azas Akuntabilitas yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi 

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam pasal 18 

ayat 1 bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja harus menyusun dan 

menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan 

penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa 

Bupati/Wilayah menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah 

kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan 
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Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, dan Meteri Dalam Negeri paling 

lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Dengan demikian laporan kinerja yang disusun secara periodik 

setiap akhir tahun anggaran merupakan sebuah media 

pertanggungjawaban yang harus dibuat perangkat daerah sebagai 

bentuk perwujudan dalam melaksanakan amanat peraturan di atas dan 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 

yang telah disusun dan ditetapkan. Ruang lingkup akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah dilakukan pada semua aspek  kegiatan, yang 

meliputi aspek manajerial, teknis dan keuangan.  

Dengan demikian anggaran yang digunakan menjadi anggaran 

berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan 

perencanaan kinerja yang disusun berdasarkan kebutuhan untuk 

menghasilkan output dan outcome yang akan berpengaruh terhadap 

derajat kepuasan masyarakat. 

 

B.​ MAKSUD DAN TUJUAN 

Penyusunan LKIP ini dimaksudkan sebagai wujud 

pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah 

dilaksanakan selama tahun anggaran 2022. Adapun tujuan penyusunan 

LKIP ini adalah sebagai berikut : 

a.​ Sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan 

rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang 

terukur secara berkelanjutan; 

b.​ Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau 

kegagalan dari setiap instansi pemerintah dalam menjalankan misi, 
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tugas/jabatan, sehingga dijadikan faktor utama dalam melakukan 

evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan 

alokasi anggaran setiap tahun; 

c.​ Sarana untuk mendorong usaha penyempuranaan struktur organisasi, 

kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode 

kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan 

permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan 

manajemen pemerintahan secara berkelanjutan. 

​  

C.​ DASAR HUKUM 

1)​ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintah Daerah; 

2)​ Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah; 

3)​ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nmor 08 Tahun 2006 

Tentang Peraturan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. 

4)​ Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

 

5)​ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

6)​ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan 

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

7)​ Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 

  



4  

Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Cianjur; 

8)​ Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Cianjur; 

9)​ Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 95 Tahun 2021 

Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di 

Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Cianjur. 

 

D.​ KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Cianjur dibentuk berdasakan peraturan daerah (PERDA) 

Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, Peraturan Bupati Cianjur 

Nomor 70 Tahun 2021 tentang Susunan Struktur Organisasi Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur 

dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 95 Tahun 20121 tentang Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi dilingkungan Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur. 

DPMPTSP Kabupaten Cianjur mempunyai tugas membantu 

Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman 

modal, serta  penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. 

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur menyelenggarakan 

fungsi : 

a.​ Perumusan kebijakan urusan pemerintah daerah bidang penanaman 
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modal, serta penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; 

b.​ Pelaksanaan bidang penanaman modal, serta penyelenggaraan 

pelayanan terpadu satu pintu; 

c.​ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan 

ketentuan peraturanperundang-undangan; 

d.​ Pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

e.​ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan  

tugas dan fungsinya.  

 

I. Struktur Organisasi 

Susunan organisasi DPMPTSP Kabupaten Cianjur berdasarkan 

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu  terdiri atas : 

a)​ Kepala Dinas; 

b)​ Sekretariat, terdiri atas : 

b.1. ​Subbag tata usaha dan kepegawaian 

b.2.​ Kelompok Jabatan Fungsional dan Perencana 

c)​ Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana 

Penanaman Modal; 

d)​ Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

e)​ UPTD. 
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Adapun bagan struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Cianjur sebagai 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik I.1 

                                   STRUKTUR ORGANISASI 
           DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
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II. Data Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Cianjur 

Dalam menunjang pencapaian visi misi Bupati Cianjur serta 

pencapaian target program dan kegiatan , pada tahun 2022 DPMPTSP 

Kabupaten Cianjur mempunyai personil / Aparatur Sipil Negara (ASN) 

sebanyak 28 orang dengan uraian sebagai berikut : 

 

Graphic I.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber data : Daftar Urut Kepegawai DPMPTSP 2022; 

 

 

 

Grafik I.3​ ​ ​ ​ ​ Grafik I. 4 
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 Sumber data : Daftar Urut Kepegawai DPMPTSP 2022; 
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​ Grafik I. 5 
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  Sumber data : Daftar Urut Kepegawai DPMPTSP 2022; 
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E.​ ISU STRATEGIS 

 Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

DPMPTSP Kabupaten Cianjur dalam rangka meningkatkan investasi dan 

penyelenggaraan PTSP yang dituangkan dalam Rencana Strategis 

(Renstra) tahun 2021-2026, sebagai berikut : 

1.​ Belum selesainya revisi RTRW 

2.​ Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 

3.​ Regulasi perizinan belum selaras 

4.​ Infrastruktur belum mendukung untuk peningkatan investasi 

5.​ Kemampuan SDM pengelola perizinan dan  non perizinan 

6.​ Kepastian waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan 

7.​ Pengaduan masyarakat 

8.​ Monitoring pelaksanaan perizinan dan non perizinan 

9.​ Sarana dan prasarana belum memadai 

10.​Pengetahuan pelaku mengenai mekanisme perizinan masih rendah 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja 

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 

rencana stragis, DPMPTSP Kabupaten Cianjur Tahun 2022 menyusun 

perencanaan kinerja berdasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten 

Cianjur, RPJMD 2021-2026, Rencana Kerja Perubahan  2022, serta program, 

kegiatan dan sub kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran Tahun 2022. 

 

A. RENCANA STRATEGIS 
Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang 

berorientasi pada hal yang ingin dicapai selama kurun 1 (satu) tahun 

sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungan potensi, dan 

kendala yang ada atau yang mungkin timbul dengan memperhatikan 

kewenangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang 

berlaku. Renstra yang disusun tersebut mengandung visi, misi, tujuan, 

sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi : kebijaksanaan, 

program, kegiatan, dan sub kegiatan yang realistis dengan mengatasi 

perkembangan masa depan. 

​​ DPMPTSP Kabupaten Cianjur sebagai Perangkat Daerah yang  

mempunyai fungsi pelayanan perizinan dan penanaman modal,  maka 

rencana strategis disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) dan capaian rencana kerja tahunan (RKT) 

sehingga adanya sinergitas capaian yang ingin dicapai terhadap program 
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kegiatan yang ditetapkan. Oleh karena itu pada Rencana Strategis harus 

mendukung capian program yang meliputi nilai investasi, indeks kepuasan 

masyarakat. 

​​  

​​  

​​  

​​  

​​ Dalam melaksanakan 

tugas pokok, fungsi dan 

tanggung jawab yang diberikan 

untuk meningkatkan investasi di 

Kabupaten Cianjur. DPMPTSP 

Kabupaten Cianjur berpedoman 

pada misi Bupati yang telah di 

tetapkan selama (tahun 

2022-2026) yaitu misi 2 dan 5 

sebagai berikut :   

​​  

 

​​ Untuk mencapai visi misi 

tersebut, telah ditetapkan  tujuan, 

sasaran dan indikator sasaran  

DPMPTSP Kabupaten Cianjur 

sebagai berikut: 

 

 

 

  



12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut DPMPTSP Kabupaten Cianjur telah 

menetapkan target kinerja periode tahun 2022 - 2026, sebagai berikut : 

Tabel II.1 
Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Cianjur 

​ Tahun 2022-2026​  

N
o Sasaran Indikator 

Kinerja 
Satua

n 

Kondisi 
Awal Target Kinerja 

Kondisi Akhir 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Meningkatny
a Realisasi 
Investasi 

Nilai 
Realisasi 
Investasi 

Rupia
h 

1.820.00
0.000.00

0 

1.640.000
.000.000 

1.656.400
.000.000 

1.672.964
.000.000 

1.689.693
.640.000 

1.706.590
.576.400 

10.185.648.216.400 

2 

Meningkatny
a Kualitas 
Pelayanan 
Perizinan/Non 
Perizinan 

Indeks 
Kepuasan 
Masyaraka
t (IKM) 
terhadap 
Pelayanan 
Perizinan 
dan Non 
Perizinan 

Poin 90 90 90 90 90 90 90 

Sumber data : Renstra Perubahan DPMPTSP 2022-2026 

 

II.  Kebijakan 
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Arah kebijakan dalam penyelenggaraan tugas pokok pemerintahan di 

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu diwujudkan 

dalam rumusan garis-garis kebijakan sebagai berikut : 

1.​ Peningkatan promosi penanaman modal; 

2.​ Peningkatan konsusivitas iklim investasi; 

3.​ Mengoptimalkan fungsi data base dan informasi potensi investasi; 

4.​ Penyederhanaan persyaratan investasi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

5.​ Penyebaran informasi, promosi dan prosedur pelaksanaan investasi; 

6.​ Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, inventarisasi, identifikasi dan 

penyelesaian permasalahan pelaksanaan investasi; 

7.​ Pembinaan dan pengawasan terhadap perushaaan PMA dan PMDN; 

8.​ Meningkatkan ketetapatan waktu pelayanan sesuai standar pelayanan; 

9.​ Menciptakan inovasi pelayanan publik; 

10.​ Peningkatan sumber daya aparatur sesuai dengan standar kompetensi 

dan peningkatan kapasitas; 

11.​ Pemenuhan sarana dan prasaran pelayanan perizinan. 

 

III. Program dan Kegiatan 

Program adalah adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan 
terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun Kegiatan merupakan 
penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan 
dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. 

Untuk mewujudkan pencapaian sasasaran kebijakan yang telah 

ditetapkan DPMPTSP melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut : 

 

Grafik II.3 
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Sumber data : DPPA DPMPTSP tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

        Grafik II.4 
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Sumber data : DPPA DPMPTSP tahun 2022 

B.  Peta Proses Bisnis 
​ Peta Proses Bisnis DPMPTSP Kabupaten Cianjur telah disusun pada tahun 2022, sebagai berikut : 

Grafik II.5 
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C. Perjanjian Kinerja DPMPTSP 

Perjanjian kinerja merupakan komitmen bersama antara pemberi dan 

penerima penugasan dalam kesepakatan atas kinerja yang terukur 

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. 

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas 

kegiatan tahun bersangkutan, juga termasuk kinerja (outcome) yang 

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan 

demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang 

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud 

kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

Penyusunan Penetapan Kinerja 2022 dilakukan dengan mengacu 

kepada Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. DPMPTSP Kabupaten Cianjur telah 

menetapkan Penetapan Kinerja sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 

Tabel II.2 
Penetapan Kinerja 

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan target  
Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu  

Kabupaten Cianjur Tahun 2022 
​ ​  
N

O 
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

  



17  

1 
Meningkatnya Realisasi 

Investasi 
Nilai realisasi investasi 

Rp. 

1.640.000.000.00

0 

2 

Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Perizinan / Non 

Perizinan 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) terhadap Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan 

90 Poin 

3 
Terwujudnya Pengelolaan 

Manajemen Perkantoran 

Persentase Pengelolaan 

Manajemen Perkantoran Dinas 
100% 

Sumber data : Tapkin  perubahan 2022 DPMTPSP  

 
 

Tabel II.3 
Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Cianjur Tahun 2022 

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN 

1 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah Kabupaten 

 Rp   6.743.558.080 Sumber Dana APBD 

2 
Program Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal 

 Rp      235.000.000  Sumber Dana APBD 

3 Program Promosi Penanaman Modal  Rp      376.000.000  Sumber Dana APBD 

4 
Program Pelayanan Penanaman 
Modal 

 Rp      399.232.870  Sumber Dana APBD 

5 
Program Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

 Rp      823.250.400  
Sumber Dana APBN 

+ APBD 

6 
Program Pengolaan Data Dan 
Informasi Penanaman Modal  

 Rp      663.153.050  Sumber Dana APBD 

 Jumlah Anggaran Rp 9.123.066.400  
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Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu 

satu Pintu Kabupaten Cianjur dicapai melalui 5 progran wajib dan 1 

Program non urusan  yang mana dalam tiap program di targetkan 

dengan capaian persentase keberhasilan sebesar 100% yang dihasilkan 

dari 6 indikator kinerja. 

 

D. Rencana Anggaran Tahun 2022 

Untuk tahun 2022 DPMPTSP Kabupaten Cianjur mengalokasikan 

anggaran sebesar  Rp. 9.123.066.400.00 yang digunakan untuk membiaya 

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tahun 2022, dengan 

anggaran terperinci pada grafik berikut : 

 

 

 

​ ​ Grafik II.6 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​                 5.388.421.500,00​  

 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 3.734.644.900,00 

 

 

 

 

 

 

                            Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran tahun 2021  

 

 

  



19  

 

 

 

 

 

Alokasi Anggaran belanja langsung tahun 2022 DPMPTSP Kabupaten Cianjur 
yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut : 

 
Tabel II.4 

Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis  
Tahun Anggaran 2022 

 

No Sasaran 
Strategis Indikator Kinerja 

Anggaran 
Tahun 2022 

(Rp) 

% 
Anggaran 

1 Meningkatnya 
Realisasi Investasi 

Nilai Realisasi 
Investasi 

1.341.642.400,00 56,38 

2 Meningkatnya 
Kualitas 
Pelayanan 
Perizinan / Non 
Perizinan 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
terhadap Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan 

1.037.865.920,00 43,62 

Jumlah 2.379.508.320,00  

 Sumber data : DPPA DPMPTSP Kabupaten Cianjur  tahun Anggaran 2022  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah amanatkan para pemangku 

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan 

sasaran/ target kinerja (LKIP) yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja 

instansi pemerintah yang disusun secara periodik. 

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan 

pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Cianjur dibuat sesuai dengan 

ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 
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Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Berdasarkan peraturan Bupati Cianjur nomor 118 tahun 2021 tentang  

penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Cianjur tahun 2021-2026 bahwa IKU DPMPTSP Kabupaten periode 

teridiri 2 capaian sebagai berikut :  

1.​ Nilai realisasi Investasi dengan satuan Rupiah dan bersifat kumulatif 

sampai periode tahun 2026; 

2.​ Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non 

perizinan dengan satuan target point tipe perhitungan non kumulatif. 

Untuk skala penilaian kinerja  pemerintah, menggunakan pijakan 

Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut : 

No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 

1 91% ≤ 100% Sangat Tinggi 

2 76% ≤ 90% Tinggi 

3 66% ≤ 75% Sedang 

4 51% ≤ 65% Rendah 

5 ≤ 50% Sangat Rendah 

Sumber data : Permendagri nomor 54, table VII-C (Skala Nilai Peringkat Kinerja) 

 

Setelah diketahui kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan 

efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara 

capaian tahun 2022 dengan capaian tahun sebelumnya. Analisis ini juga 

membandingkan antara capaian dan target tahun 2021 juga dengan target 

Renstra DPMPTSP Kabupaten Cianjur untuk tahun terakhir. 

A.​Capaian Atas Indikator Kinerja Utama (IKU) ​  

Pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP kabupaten 
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Cianjur tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel III.1  
Capaian Indikator Kinerja DPMPTSP TAHUN 2022 

NO SASARAN INDIKATOR CAPAIAN 
2021 

2022 TARGET 
AKHIR 

RENSTRA 
(2026) 

TARGET REALISAS
I CAPAIAN (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Meningkatn
ya Realisasi 
Investasi 

Nilai 
Realisasi 
Investasi 
(Rp.) 

1.900.774.252.100 
1.640.000.000

.000,00 
1.747.988.855

.000,00 
106,59 

10.185.648.216.40
0 

2 

Meningkatn
ya Kualitas 
Pelayanan 
Perizinan / 
Non 
Perizinan 

Indeks 
kepuasan 
masyarakat 
terhadap 
layanan 
perizinan 
dan non 
perizinan 
(Point) 

86,90 90 89,82 99,80 90 

Sumber Data : Bidang PM dan PTSP 1  

 

A.1. Meningkatnya Realisasi Investasi  

Indikator = Nilai Realisasi Investasi : 

Dari tabel di atas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) 

DPMPTSP  kabupaten Cianjur pada Tahun 2022 menunjukkan kinerja yang 

baik dengan capaian kinerja melebihi target dengan  capaian sebesar 

106,59% atau persentase realisasi nilai investasi sebesar 7,62%.  

Tingkat ketercapaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pencapaian indikator kinerja didukung oleh  penganggaran dan kerja keras 

seluruh stakeholder dalam mendukung capaian indikator tersebut. 

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 54 tahun 2010 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran 
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strategis menunjukkan pencapaian yang sangat tinggi. 

Kemudian kinerja DPMPTSP Kabupaten Cianjur apabila dilihat dari realisasi 

investasi selama lima tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel III.2 
Realisasi Investasi Kabupaten Cianjur Tahun 2018-2021 

 

TAHUN 
2018 2019 2020 2021 2022 

TARGET (Rp) 1.420.000.000.000 1.740.000.000.000 1.780.000.000.000 1.820.000.000.000 1.640.000.000.000 

REALISASI (Rp) 1.694.523.392.000 1.762.800.000.000 1.636.374.016.500 1.900.774.252.100 
1.747.988.855.000,0

0 

CAPAIAN (%) 119,33 % 101,31 % 92,13 % 104,43% 106,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber data : Bidang Penanaman Modal; Renstra 2021-2026. 

 

Dari tabel tersebut menunjukan DPMPTSP Kabupaten Cianjur dapat 

mencapai target yang telah direncanakan, untuk capaian realisasi investasi 
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tahun 2022 dapat mencapai sebesar Rp. 1.747.988.855.000 atau sebesar 

106.59% apabila disandingkan persentase ketercapaian kinerja tahun 2021 

dan 2022 mempunyai trend positif kenaikan 2,16%. 

Adapun faktor pendukung untuk capaian nilai realisasi investasi adalah 

adanya peningkatan dalam pelaporan LKPM, intensifnya pengawasan 

terhadap pelaku usaha, adanya Tim Teknis yang memudahkan dalam 

pemantauan dan pengendalan kegiatan penanaman modal di Kabupaten 

Cianjur. 

Untuk target dan pencapian investasi secara nasional dan provinsi dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel III.3 
Target dan Realisasi Investasi 

Tingkat Nasional , Provinsi dan Kabupaten Tahun 2022 

No Uraian Nasional 
(dalam Triliun) 

Target BKM 
untuk Jawa 

Barat 

Jawa Barat 
(dalam Triliun) 

Kabupaten 
(dalam Triliun) 

1 Target 
Investasi 

Rp. 1.200 Rp. 169,27 Rp. 105 Rp. 1,640 

2 Realisasi 
Investasi 

Rp. 1.207 Rp. 174,6 Rp. 1,747 

3 Capaian 100,58% 103,15
% 

166,29% 106,59% 

Sumber data : nasional https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/  

                      Jawa barat laporan penanaman modal DPMPTSP Provinsi Jawabarat tahun 2022 

Tabel diatas menunjukkan perbandingan target dan pencapain target 

Kabupaten Cianjur dengan target investasi secara nasional dan provinsi. 

Adapun kontribusi investasi Kabupaten Cianjur secara nasional sebesar 0,2% 

sedangkan untuk kontribusi tingkat provinsi sebesar 1%. 

Perbandingan target dan realisasi dengan Kabupaten terdekat di 

Kabupaten Cianjur dapat terlihat pada tabel berikut : 

 
 

  

https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2450401/80401
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Tabel III.4 
Target dan Realisasi Investasi 

Kabupaten Terdekat dengan Cianjur 

No Kabupaten / Kota Target 
(dalam Triliun) 

Realisasi 
(dalam 
Triliun) 

% 

1 Bandung Barat 2,78 6.30 226,53 
2 Cimahi 1,17 1,96 167,49 
3 Kota Sukabumi 0,04 0,07 176,77 
4 Sukabumi 1.40 8,11 579,47 
5 Bogor 12 15.34 127,83 
6 Purwakarta 7.87 8.34 105.94 
7 Garut 1.23 1.17 94.73 
8 Cianjur 1.64 1.74 106,59 

Sumber data : laporan penanaman modal provinsi Jawa Barat tahun 2022 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa proporsi target dan realisasi investasi 

di Kabupaten dan Kota sesuai dengan kemampuan dan perkembangan 

ekosistem investasi di Daerah masing-masing. 

Adapun program yang mendukung dalam pencapaian sasaran strategis ini 

terdiri dari 3 program : 

 

1.​ Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 

Program pengembangan iklim 

penanaman modal terdiri dari 2 (dua) 

kegiatan dengan 2 (dua) sub kegiatan 

yang merupakan urusan wajib sebagai 

pendukung untuk keberhasilan capaian 

kinerja yang mana dalam program ini melaksanakan analisis dan draft 

kebijakan daerah dalam pemberian insentif dan 
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kemudahan-kemudahan bagi investor dalam menanamkan modalnya 

(dukungan dari pemerintah kepada penanam modal).  

 

 

 

 

 

 

2.​ Program Promosi Penanaman Modal  

 Program promosi penanaman 

modal terdiri dari 1 (satu) kegiatan 

dengan 1 (satu) sub kegiatan yang 

merupakan urusan wajib yang mana 

dalam program ini melaksanakan 

kegiatan pameran investasi dan 

penyusunan strategi promosi guna 

meningkatkan iklim investasi dan 

mendorong investasi daerah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah 

satu sarana untuk menarik minat pemilik modal berinvestasi di 

Kabupaten Cianjur, dalam kegiatan ini DPMPTSP Kabupaten Cianjur 

melaksanakan pameran / event-event untuk memperkenalkan peta 

investasi dengan menyajikan potensi investasi unggulan di Kabupaten. 

Kegiatan promosi juga dilaksanaka melalui media-media digital 

yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Cianjur salahsatunya melalui 
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Website dan chanel youtube  

 

 

 

3.​ Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

Program ini terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu pemantauan, pembinaan 

dan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. 

Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal terdiri dari 1 

(satu) kegiatan dengan 3 (tiga) sub kegiatan yang merupakan urusan 

wajib, sumber dana program ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Non Fisik BKPM tahun 2022 yang merupakan tahun pertama pemberian 

DAK Penanaman modal dari kementerian investasi. 

Program ini melaksanakan kegiatan Pemantauan, pembinaan, 

pengawasan pelaksanaan penanaman modal, untuk  memperoleh 

informasi / kejelasan mengenai mekanisme dan prosedur tata cara 

pelaporan LKPM melalui sistem 

online sehingga dapat 

diketahui perkembangan 

investasi setiap di setiap 

triwulannya. Seluruh kegiatan 

dan sub kegiatan dalam 

program ini didanai dari 

anggaran yang bersumber 

dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik         ( DAK NF) Tahun 2022. 

Pemberian DAK NF ini merupakan langkah strategis yang dilaksanaka 

oleh pemerintah pusat 

untuk sinkronisasi 

  



28  

kegiatan penanaman modal dengan kabupaten / kota di seluruh 

Indonesia yang bertujuan untuk Meningkatkan kualitas pelayanan 

DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten, dan DPMPTSP kota dalam 

memfasilitasi pelaksanaan penanaman modal dengan sasaran 

meningkatkan investasi, meningkatkan jumlah pelaku usaha yang 

memiliki legalitas usaha, meningkatkan jumlah pelaporan melalui LKPM 

serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan para pelaku usaha di 

daerah.  

 

A.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan / Non Perizinan 

Indikator = Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan 

(Point) 

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 

tahun 2020 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu 

disusun Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai 

tingkat kualitas pelayanan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 

data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik 

dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 

DPMPTSP Kabupaten Cianjur sebagai salahsatu bagian yang 

melaksanakan pelayanan penanaman modal dan perizinan berusaha 

untuk senantiasa menyelaraskan kebutuhan pelayanan publik dengan 

kemajuan teknologi yang berkembang, sebagai tolak ukur tersebut 

pencapaian IKM Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Cianjur tahun 2022 mendapat  89,82 point atau capaian 

kinerja 99,80%. Walaupun target capaian IKM tidak tercapai namun nilai 

perolehan IKM DPMPTSP tahun 2022 berada pada kategori Sangat Baik 
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karena ada pada rentang nilai 88.31-100.00 dengan nilai mutu pelayanan 

“A”.  

 

 

 

 

 

 

 

​ ​Tabel III.5 
Realisasi Capaian Indek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Cianjur  

Tahun 2018-2022 

No Tahun 
Target IKM 

(Point) 

Realisasi 

(Point) 

1 2018 85 81,95 

2 2019 90 83,86 

3 2020 95 86,75 

4 2021 90 86,90 

5 2022 90 89,82 

 
 

Grafik III.6 
Capaian Indek Kepuasan Masayarakat (IKM) 

Tahun 2022-2026 
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Dari tabel di atas dapat dijelaskaskan pencapaian IKM DPMPTSP Kabupaten 

Cianjur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan 

(Trend Positive) walaupun tidak memenuhi target yang telah ditentukan, di 

tahun 2017 untuk survey kepuasan masyarakat masih menggunakan manual, 

di tahun 2018 sampai tahun 2020 telah menggunakan aplikasi  sehingga 

untuk melihat hasil capaian indeks kepuasan masyarakat sendiri lebih mudah 

dan praktis lewat aplikasi tersebut, menurut data statistik dari aplikasi 

SIPARIGEL  di tahun 2022 terjadi kenaikan kepuasan yang signifikan dari 

tahun-tahun sebelumnya yakni mencapai nilai 89,82 point atau kenaikan 

sebesar 3,24% ini merupakan dampak dari pelaksanaan pelayanan 

perizinan dan non perizinan telah menggunakan aplikasi secara online 

sehingga memudahkan masyarakat dalam pengurusan perizinan dan non 

perizinan. DPMPTSP kabupaten cianjur sendiri selalu terus ber inovasi dan 

selalu memaksimalkan kinerja demi tercapainya pelayanan yang 

memuaskan. 

Dalam pengolahan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini DPMPTSP 

Kabupaten Cianjur melaksanakan survey kepada pemohon perizinan secara 

elektronik, seluruh data dan informasi yang diperoleh lalu diolah dan 

dilanjutkan dengan mengidentifikasi dan menganalisis. Hasil analisis tersebut 

selanjutnya dideskripsikan secara informatif dan komunikatif sebagai bahan 

evaluasi kinerja pelayanan dan kepuasan masyarakat, hasil dari pengolahan 
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tersebut diharapkan akan bermanfaat sebagai dasar perbaikan pelayanan 

di masa yang akan datang. 

Adapun variabel penilaian IKM DPMPTSP Kabupaten Cianjur tahun 2022 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel III.7 

Capaian Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 
DPMPTSP Kabupaten Cianjur 

No ​ ​ Unsur Pelayanan Nilai Rata-rata 

1 Kesesuaian Persyaratan 
Pelayanan 

3.54 

2 Kemudahan Proses 
Pelayanan 

3.57 

3 Kecepatan Pelayanan 3.56 

4 Kewajaran Biaya 
Pelayanan 

3.85 

5 Kesesuaian Produk 
Pelayanan 

3.58 

6 Kemampuan Petugas 
Pelayanan 

3.59 

7 Kesopanan dan 
Keramahan Petugas 

3.59 

8 Kulaitas Sarana dan 
Prasarana 

3.53 

9 Penanganan Pengaduan 3.86 

Jumlah Rata-rata tertimbang ​ 3.63​  
Nilai SKM 89.82 

Kategori Mutu A 
Sumber : diolah bidang DSI dan PLP tahun 2022 

 

Capaian nilai perolehan IKM DPMPTSP Provinsi tahun 2022 pada kategori 

sangat baik dengan 90,84 point nilai mutu pelayanan “A” , perolehan 

kategori dan nilai mutu pelayanan DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten 
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telah sesuai hanya saja ada perbedaan sebesar 1,02 point dalam 

perolehan nilai IKM. 

Program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Perizinan / Non Perizinan terdiri dari 2 Program, yaitu : 

1.​ Program Pelayanan Penanaman Modal 

Program pelayanan penanaman 

modal terdiri dari 1 (satu) kegiatan 

dengan 2 (Dua) sub kegiatan 

yang merupakan urusan wajib 

yang mana dalam program ini 

melaksanakan kegiatan survey 

dalam pemeriksaan lapangan 

dalam hal pengukuran, 

menentukan struktur bangunan, 

menentukan konstruksi.Kegiata survey 

ini merupakan kegiatan rutin yang 

dilaksanakan oleh tim teknis sebagai 

salahsatu kegiatan pengawasan rutin 

dan insidentil, agar proses 

pelaksanaan perizinan berusaha 

yang dilaksnakan oleh para pengusaha sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Selain survey, dalam kegiatan ini juga melaksanakan pengelolaan 

pengaduan dari masyarakat, pengelolaan pengaduan di DPMPTSP 

sudah dilaksanakan dalam dua cara yaitu online dan offline. Untuk 

pengaduan online terdiri dari Whatapp, Website dinas, email, Media 

sosial dan SP4N LAPOR, untuk pengaduan offline terdiri dari pengaduan 
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langsung ke Loket pengaduan, melalui surat dan formulir pengaduan 

yang telah disediakan di Front Office. 

Berikut contoh laman pengaduan online di website dinas 

 

 

Aplikasi pengaduan di web dinas dengan alamat Sistem Pengelolaan 

Pengaduan  https://dpmptsp.cianjurkab.go.id/pengaduan 

 

2.​ Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 

  

https://dpmptsp.cianjurkab.go.id/pengaduan
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Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal terdiri 

dari 1 (satu) kegiatan dengan 1  (satu) sub kegiatan yang merupakan urusan 

wajib yang mana dalam program ini bertujuan untuk membantu pemerintah 

daerah khususnya DPMPTSP Kabupaten Cianjur yang mengelola perizinan 

yang professional dalam melakukan pencatatan, pemerosesan dan 

penanganan perizinan serta pencetakan surat izin sehingga dapat 

memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat dan memberikan 

citra pemerintah daerah yang positif. 

 

Pelayanan perizinan secara online di DPMPTSP setiap tahun senantiasa 

ditingkatkan dengan memperhatikan kebutuhan dari sisi pemohon, 

pengelola perizinan dan dinas-dinas terkait. Sampai dengan tahun 2022 

DPMPTSP telah melaksanakan perizinan secara online melalui OSS  

Untuk meningkatkan pelayanan 

DPMPTSP juga melaksanakan 

kegiatan SIJEMPOL sebuah layanan 

yang di create oleh tim untuk lebih 

mendekatkan pelayanan perizinan 

dan untuk membantu dan 

mempermudah para pelaku UMK di 

Kabupaten Cianjur dalam membuat 

perizinan berusahanya melalui 

aplikasi OSS, dengan cara membuka 

gerai secara terjadwal di kantor 

kecamatan dan kantor desa atau 

berdasarkan permintaan, yang 

sarana dan prasarananya disiapkan 
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oleh DPMPTSP Kabupaten Cianjur serta pemerosesan izinnya dibantu dari mulai 

daftar sampai dengan cetak izin, dengan kegiatan SIJEMPOL ini dapat 

berdampak pada peningkatan jumlah UMK yang mempunyai izin dan adanya 

peningkatan nilai investasi dari sektor UMK, hal ini dapat berkontribusi pada 

peningkatan IPM di kabupaten Cianjur 

 

Untuk izin-izin yang tidak ada 

dalam KBLI DPMPTSP telah 

mengembangkan aplikasi 

pendukung OSS yaitu 

SIPARIGEL, sebuah sistem yang 

dibangun sejak tahun 2018 dan 

dilaksanakan pengembangan 

setiap tahunnya dengan 

memperhatikan kebutuhan dari pihak pemohon, pengelola dan dinas 

terkait. Tahun 2022 DPMPTSP Kabupaten Cianjur telah melaksanakan 
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perizinan full online untuk 42 jenis izin yang tidak terakomodir dalam KBLI.  

Selain itu untuk menyamakan visi dan misi dalam pelaksanaan pelayanan 

perizinan dan non perizinan, DPMPTSP melaksanakan koordinasi dan talk 

show secara berkala dengan pelaku usaha, asosiasi dan dinas teknis. 

 

 

 

 

 

 

 

A.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Program penunjang 

urusan pemerintahan 

daerah kabupaten /kota 

terdiri dari 7 (tujuh) 

kegiatan dengan 24 

(dua puluh empat) sub 

kegiatan sebagai 

pendukung administrasi 

perkantoran dan juga sebagai penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan nilai 

total anggaran sebesar Rp. 6.753.366.080 (Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga 

Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Rupiah ). Seluruh kegiatan 

dalam program ini didanai dari anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Tahun 2022. Salahsatu kegiatan dari program ini adalah peningkatan 

kapasitas SDM DPMPTSP Kabupaten Cianjur, yang merupakan kegiatan bertujuan 

untuk Meningkatkan Pemahanaman Pegawai Terhadap pelayanan terpadu satu 
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pintu  serta untuk meningkatkan Kompetensi Pegawai sehingga Menunjang 

Peningkatan Kinerja Yang Profesional  Dalam Melaksanakan Pelayanan Publik Di 

DPMPTSP Kabupaten Cianjur. 

Tahun 2022, DPMPTSP melaksanakan kerjasama dengan pusdiklat BKPM / 

Kementerian Investasi dalam pelaksanaan diklat PTSP tingkat dasar dan lanjutan 

yang dilaksanakan bulan Januari dan Bulan Nopember. Sampai saat ini sebanyak 33 

orang atau 75% dari pegawai telah memiliki sertifikat PTSP.  
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B.​ REALISASI ANGGARAN 

Tahun 2022 Anggaran DPMPTSP Kabupaten Cianjur Tahun 2022 sebesar 

Rp. 9.123.066.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.601.057.578,00 atau 

sebesar 94.28% capaian realisasi anggaran persasaran dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini :  

Tabel III.8 
Capaian Realisasi Anggaran Persasaran 

Tahun 2022 
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM ANGGARAN (Rp) ​ REALISASI (Rp) % 

1 
Meningkatnya 

Realisasi Investasi 

1.​ Program 

Pengembangan 

Iklim Penanaman 

Modal 

2.​ Program Promosi 

Penanaman Modal 

3.​ Program 

Pengendalian 

pelaksanaan 

Penanaman Modal 

1.341.642.400,00 1.335.650.100,00 99,55 

2 

Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Perizinan / 

Non Perizinan 

1.​ Program 

Pelayanan 

Penanaman Modal 

2.​ Program 

Pengelolaan Data 

dan Sistem 

Informasi 

Penanaman Modal 

1.037.865.920,00 1.034.605.395,00 99,69 

3 

Terwujudnya 

Pengelolaan 

Manajemen 

Perkantoran 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten / 

Kota 

6.743.558.080,00 6.230.802.083,00 92,40 

Jumlah 9.123.066.400,00 8.601.057.578,00 94,28 
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​
 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total anggaran yang dipergunakan untuk 

mencapai sasaran strategis sebesar Rp. 9.123.066.400,00 dengan realisasi sebesar 

Rp. 8.601.057.578,00 atau sebesar 94,28%. 

Persentase penyerapan anggaran untuk mewujudkan capaian sasaran 

strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 lebih besar 

dibandingkan dengan capaian ditahun sebelumnya sebesar 5,26%. 

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2022 secara umum telah 

sesuai dengan target hal ini bisa dilihat bahwa seluruh sasaran menunjukkan 

realisasi kinerja dapat tercapai 100% dan penyerapan anggarannya lebih kecil 

daripada realisasi kinerjanya yang membuktikan bahwa target program dan 

kegiatan telah dicapai dengan cara yang efisien 

Adapun rincian realisasi program dan kegiatan yang menunjang dalam 

pencapaian sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Cianjur disajikan pada tabel 

sebagai berikut : 
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Tabel III.9 

Target dan Realisasi Anggaran Urusan Wajib 

Tahun Anggaran 2022 

Urusan 
Pemerintahan 

Organisasi 
Perangkat 

Daerah 
Pelaksana 

Uraian Program / Kegiatan/Sub Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Permasalahan 
Upaya 

Mengatasi 
Permasalahan 

URUSAN 
PEMERINTAHAN 

BIDANG 
PENANAMAN 

MODAL 

DINAS 
PENANAMAN 
MODAL DAN 
PELAYANAN 

TERPADU 
SATU PINTU   

2.379.508.320,00 2.370.255.495,00 99,61 

    
    1 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM 

PENANAMAN MODAL 
235.000.000,00 233.485.200,00 

99,36     
        Persentase 

Peningkatan 
Jumlah Investor 

1,00 Persen 1,04 Persen 

104,0
0 

Belum adanya 
regulasi fasilitas 
/ insentif non 
fiskal yang 
mendukung 
bagi investor 

Menginisiasi 
pembuatan 
regulasi fasilitas 
/ insentif non 
fiskal  

    1.1 Kegiatan 
Penetapan 
Pemberian 
Fasilitas/Insentif 
Dibidang 
Penanaman Modal 
yang menjadi 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Input 

         

Belum 
selesainya 
revisi RTRW dan 
belum 
tersusunnya 
RDTR Digital 

Melaksanakan 
koordinasi 
dengan dinas 
PUTR mengenai  
percepatan 
penyusunan 
revisi RTRW dan 
RDTR Digital 

      Dana 235.000.000,00 233.485.200,00 99,36     
      Output              
      Jumlah Dokumen 

Pengembangan 
Iklim Investasi 

2,00 Dokumen 2,00 Dokumen 
100,0

0     
      Outcome              

  



41  
      Terlaksananya 

Pengembangan 
Iklim Investasi 

100,0
0 

Persen 100,0
0 

Persen 
100,0

0     
    1.1.

1 
Sub Kegiatan 
Penetapan 
Kebijakan Daerah 
mengenai 
Pemberian 
Fasilitas/Insentif 
dan Kemudahan 
Penanaman Modal 

Input           
    Dana 175.000.000,00 173.485.200,00 99,13     
        
    Output          
    Jumlah     

Peraturan     
Daerah/Provinsi     
dalam Pemberian   
Fasilitas/Insentif   
dan   Kemudahan 
Penanaman Modal 

1,00 Dokumen 1,00 Dokumen 

100,0
0     

    1.1.
2 

Sub Kegiatan 
Evaluasi 
Pelaksanaan 
Pemberian 
Fasilitas/Insentif 
dan Kemudahan 
Penanaman Modal 

Input          
    Dana 60.000.000,00 

60.000.000,00 
100,0

0     
    Output          
    Jumlah Kegiatan 

Usaha dari Pelaku 
Usaha yang 
Memperoleh  
Insentif  dan  
Kemudahan  
Berusaha  di 
Daerah 

1,00 Kegiatan 
Usaha 

1,00 Kegiatan 
Usaha 

100,0
0     

    2 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 283.392.000,00 279.919.500,00 

98,77 

Perkembangan 
laju investor 
tidak optimal / 
tidak 
memenuhi 
target 

Merancang 
penyusunan 
database peta 
investasi 
berdasarkan 
sektor 
unggulan 

        Persentase 
Pelaksanaan 
Promosi Investasi 

100,0
0 

Persen 100,0
0 

Persen 
100,0

0     
        Persentase Potensi 

Investasi yang 
dipromosikan 

100,0
0 

Persen 100,0
0 

Persen 
100,0

0     
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    2.1 Kegiatan 

Penyelenggaraan 
Promosi 
Penanaman Modal 
yang menjadi 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Input              
      Dana 283.392.000,00 279.919.500,00 98,77     
      Output              
      Jumlah Kegiatan 

Promosi 
1,00 Kegiatan 1,00 Kegiatan 100,0

0     
      Outcome              
      Terlaksananya 

Kegiatan 
Penyelenggaraan 
Promosi 
Penanaman Modal 
yang Menjadi 
Kewenangan 
Daerah Kabupaten 
/ Kota 

100 Persen 100,0
0 

Persen 

100,0
0     

    2.1.
1 

Sub Kegiatan 
Pelaksanaan 
Kegiatan Promosi 
Penanaman Modal 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Input           
    Dana 283.392.000,00 279.919.500,00 98,77     
    Output          
    Jumlah    Dokumen    

Hasil    Kegiatan    
Promosi​
Penanaman Modal 
Kabupaten/Kota 

1,00 dokumen 1,00 dokumen 

100,0
0     

    3 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN 
MODAL 

374.712.870,00 374.059.370,00 
99,83     

        Rata-rata waktu 
penyelesaian 
perijinan dan non 
perijinan 

8,00 hari 1,00 hari 

  

Penerbitan izin 
tidak tepat 
waktu 

Melaksanakan 
sosialisasi 
secara online 
dan offline 
tentang alur 
pelaksanaan 
pelayanan 
perizinan dan 
non perizinan 

    3.1 Kegiatan 
Pelayanan 
Perizinan dan Non 
Perizinan secara 
Terpadu Satu Pintu 
dibidang 

Input 

            

Melaksanaan 
pembinaan 
rutin kepada 
seluruh 
karywan untuk 
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Penanaman Modal 
yang menjadi 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/ Kota 

meningkatkan 
kinerja 

      Dana 374.712.870,00 374.059.370,00 99,83     
      Output              
      Jumlah Dokumen 

Perizinan dan Non 
Perizinan Yang 
Memenuhi Syarat 

12,00 Dokumen 12,00 Dokumen 

100,0
0     

      Outcome              
      Persentase 

Perizinan dan Non 
Perizinan yang 
Memenuhi Syarat 

100,0
0 

Persen 100,0
0 

Persen 

100,0
0     

    3.1.
1 

Sub Kegiatan 
Pemantauan 
Pemenuhan 
Komitmen Perizinan 
dan Non Perizinan 
Penanaman Modal 

Input          
    Dana 220.424.870,00 219.866.370,00 99,75     
    Output Kegiatan Usaha        
    Jumlah Kegiatan 

Usaha dari Pelaku 
Usaha yang 
Mendapat 
Pemantauan 
Pemenuhan 
Komitmen Perizinan 
Berusaha dan Non 
Perizinan 
Penanaman Modal 

50,00 

  

50,00 Kegiatan 
Usaha 

100,0
0     

    3.1.
2 

Sub Kegiatan 
Penyediaan 
Layanan Konsultasi 
dan Pengelolaan 
Pengaduan 
Masyarakat 
terhadap 
Pelayanan 
Terpadu Perizinan 
dan Non Perizinan 

Input           
    Dana 20.288.000,00 20.193.000,00 99,53     
    Output          
    Jumlah Orang 

yang Memperoleh 
Layanan Konsultasi 
dan Terkelolanya 
Pengaduan 
Masyarakat     
Terhadap     
Pelayanan     
Terpadu Perizinan 
dan Non Perizinan 

50,00 Orang 50,00 Orang 

100,0
0     
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    3.1.

3 
Sub Kegiatan 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penetapan 
pemberian 
Fasilitas/Insentif 
Daerah 

Input          
    Dana 134.000.000,00 

134.000.000,00 
100,0

0     
    Output          
    Jumlah Kegiatan 

Usaha dari Pelaku 
Usaha yang 
Melakukan 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penetapan 
Pemberian 
Fasilitas/Insentif 
Daerah 

50,00 Kegiatan 
Usaha 

50,00 Kegiatan 
Usaha 

100,0
0     

    4 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN 
PENANAMAN MODAL 

823.250.400,00 822.245.400,00 

99,88 

Perkembangan 
laju investor 
tidak optimal / 
tidak 
memenuhi 
target 

Membuat 
jadwal 
pemetaan dan 
pengendalian 
pengawasan 
secara berkala 
dan membuat 
jadwal 
pembinaan 
kepada para 
pelaku usaha 

        Persentase 
Peningkatan 
Penanaman Modal 
yang Sesuai 
Dengan Peraturan 
Perundangan 

100,0
0 

% 100,0
0 

Persen 

100,0
0     

    4.1 Kegiatan 
Pengendalian 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 
yang menjadi 
Kewenangan 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Input              
      Dana 823.250.400,00 822.245.400,00 99,88     
      Output              
      JUmlah 

Perusahaan yang 
Melaksanakan 
Penanaman Modal 
Secara Terkendali 

12,00 Kegiatan 
Usaha 

12,00 Kegiatan 
Usaha 

100,0
0     

      Outcome              
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      Persentase 

Perusahaan yang 
Melaksanakan 
Penanaman Modal 
Secara Terkendali 

100,0
0 

Persen 100,0
0 

Persen 

100,0
0     

    4.1.
1 

Sub Kegiatan 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pemantauan 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

Input           
    Dana 50.000.000,00 

50.000.000,00 
100,0

0     
    Output   .       
    Jumlah Kegiatan 

Usaha dari Pelaku 
Usaha yang 
Melakukan 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pemantauan 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

18,00 Kegiatan 
Usaha 

18,00 Kegiatan 
Usaha 

100,0
0     

    4.1.
2 

Sub Kegiatan 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pembinaan 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

Input          
    Dana 626.733.000,00 

626.708.000,00 
100,0

0     
    Output          
    Jumlah    Pelaku    

Usaha    yang    
Mendapatkan 
Pembinaan 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

713,0
0 

Pelaku Usaha 713,0
0 

Pelaku Usaha 

100,0
0     

    4.1.
3 

Sub Kegiatan 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengawasan 
Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

Input           
    Dana 146.517.400,00 145.537.400,00 99,33     
    Output          
    Jumlah Kegiatan 

Usaha dari Pelaku 
Usaha yang 
Melakukan 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Pengawasan 

18,00 Kegiatan 
usaha 

18,00 Kegiatan 
usaha 

100,0
0     

    5 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN 
SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 

663.153.050,00 660.546.025,00 
99,61     
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        Peningkatan 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 
Perangkat Daerah 

90,00 Point 89.82 Point 

  

Pelaksanaan 
pelayanan 
kepada 
masyarakat 
tidak tepat 
waktu 

Melaksanakan 
sosialisasi 
secara online 
dan offline 
tentang alur 
pelaksanaan 
pelayanan 
perizinan dan 
non perizinan 
secara berkala 

    5.1 Kegiatan 
Pengelolaan Data 
dan Informasi 
Perizinan dan Non 
Perizinan yang 
Terintegrasi pada 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

Input 

            

Melaksanakan 
inventarisir 
sarana dan 
prasarana yang 
belum 
memenuhi 
standar 
pelayanan 
publik 

      Dana 663.153.050,00 660.546.025,00 99,61     
      Output              
      Jenis Data dan 

Informasi yang 
Diolah, Disajikan, 
dan dimanfaatkan 
secara elektronik 

2​
1 

Jenis Aplikasi​
Web Dinas 

2​
1 

Jenis Aplikasi​
Web Dinas 

100,0
0     

      Outcome              
      Persentase Data 

dan Informasi yang 
diolah, disajikan, 
dan dimanfaatkan 
secara elektronik 

100,0
0 

Persen 100,0
0 

Persen 

100,0
0     

    5.1.
1 

Sub Kegiatan 
Pengolahan, 
Penyajian dan 
Pemanfaatan 
Data dan Informasi 
Perizinan dan Non 
Perizinan Berbasis 
Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha 

Input          
    Dana 663.153.050,00 660.546.025,00 99,61     
    Output 

         

  



47  
Terintegrasi secara 
Elektronik 

    

  

Jumlah Data dan 
Informasi Perizinan 
dan  Non Perizinan 
Berbasis Sistem 
Pelayanan 
Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara 
Elektronik yang 
Diolah, Dikaji dan 
Dimanfaatkan 

12,00 Dokumen 12,00 Dokumen 

100,0
0     

Sumber data : Laporan Realisasasi Anggaran dan Kinerja DPMPTSP tahun 2022 (LKPJ 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel. III.9 

Program Penunjang Urusah Pemerintah Daerah 

Tahun Anggaran 2022 

N

o 
Program Kegiatan 

Anggaran 

(Rp.) 

Realisasi 

(Rp.) 
% 
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1 Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat daerah 

38.205.000 38.205.000 100 

Indikator : 

1. Persentase Perencanaan, 

Penganggaran,dan Evaluasi 

Kinerja (%),     

2. Persentase Administrasi Keuangan 

dan Barang Milik 

Daerah (%),     

3. Persentase Administrasi 

Kepegawaian dan Umum (%), 

4. Persentase Pengadaan dan 

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah (%),    

 5. Persentase Penyediaan Jasa 

Penunjang (%) 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.388.421.500 4.920.826.31

0 

91.3

2 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 314.255.000 313.755.000 99.8

4 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 429.344.180 410.559.900 95.6

2 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

175.367.000 175.367.000 100 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

336.716.400 293.776.873 87.2

5 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

38.390.000 37.190.000 96.8

7 
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Dari tabel tersebut pencapaian realisasi anggaran dari program non urusan Dari 

tabel di atas dapat dilihat bahwa program dan kegiatan non urusan tersebut 

sangat menunjang terhadap kelancaran, kemudahan, kecepatan, dalam 

mencapai tujuan. Adapun jumlah anggaran non urusan yang menunjang 

keberhasilan pencapaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 

6.743.558.080 ( Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima 

Puluh Delapan Delapan Puluh Rupiah ) dengan realisasi sebesar Rp. 

6.215.769.083 (Enam Miliar Dua ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh 

Sembilan Delapan Puluh Tiga Rupiah) atau dengan capaian sebesar 92.17% 

Program pelayanan penanaman modal 

terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan 3 

(Tiga) sub kegiatan yang merupakan 

urusan wajib yang mana dalam program 

ini melaksanakan kegiatan survey dalam 

pemeriksaan lapangan dalam hal 

pengukuran, menentukan struktur 

bangunan, menentukan konstruksi. Total 

anggaran pada program ini sebesar Rp. 374.712.870 (Tiga Ratus Tujuh Puluh 

Empat Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah). 

Seluruh kegiatan dan sub kegiatan dalam program ini didanai dari anggaran 

yang bersumber dari Dana Bagi hasil (DBH) Tahun 2022. 

Kegiata survey ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh tim teknis 

sebagai salahsatu kegiatan pengawasan rutin dan insidentil, agar proses 

pelaksanaan perizinan berusaha yang dilaksnakan oleh para pengusaha sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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C.  Analisis Efisiensi Anggaran 

Efisiensi anggaran dapat menunjukkan bagaimana sasaran dengan 

indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan 

sumber daya  tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang 

dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan 

semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya 

yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka tingkat efisiensi 

anggarannya akan semakin tinggi. 

Efisiensi anggaran yang terdapat pada program dan kegiatan tahun 

2022 sebagaimana telah dijelaskan di atas, untuk pencapaian kinerja 

sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Cianjur melebihi 100% yakni sebesar 

107,62%, sedangkan pencapaian realisasi investasi sebesar 106.59%  

dengan realisasi anggaran sebesar 89.02 % dari total anggaran yang 

dialokasikan. 

Selanjutnya rincian efisiensi anggaran per program untuk tahun 2022 

dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel III.10 
Efisiensi Anggaran per Program Tahun 2021 

 

NO PROGRAM 

ANGGARA

N 

(Rp) 

REALISASI 

(Rp) 
EFISIENSI 

1 Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
6.753.366.080 6.230.802.083 

522.563.997 

atau 7.73 % 

2 Program Pengembangan 

Iklim Penanaman Modal 235.000.000 233.485.200 

1.514.800 

atau 

 0.64 % 
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3 Program Promosi 

283.392.000 279.919.500 

3.472.500 

atau  

1.22 % 

4 Program Pelayanan 

Penanaman Modal 374.712.870 374.059.370 

653.500 

atau  

0.17% 

5 Program Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman 

Modal 
823.250.400 822.245.400 

1.005.000 

atau  

0.12 % 

6 Program Pengelolaan Data 

Dan Sistem Informasi 

Penanaman Modal 
663.153.050 660.546.025 

2.607.025, 

atau 0.39 % 

 

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)2022;diolah. 

Tercapainya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya 

yang effesien menunjukan bahwa effesiensi anggaran telah mencapai 

tingkat yang tinggi. kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan 

anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan 

yang baik, salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran 

yang effesien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. 

D.​ PENGHARGAAN / PRESTASI TAHUN 2022 
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Disamping pencapaian target dari sasaran kinerja tersebut, terdapat 

pula capain kinerja urusan penanaman modal yang mendapatkan 

pengahargaan dari mulai tingkat nasional dan provinsi, sebagai berikut : 

   Grafik. III.7 
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BAB IV 

PENUTUP 

Evaluasi terhadap beberapa kegiatan dan indikator yang dituangkan 

dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan 

pertanggungjawaban kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan 

terkait, disamping juga bertujuan untuk menilai pencapaian kinerja yang 

telah dibuat, telah dilakukan pengukuran evaluasi. 

Dalam konteks pembangunan ekonomi, investasi atau penanaman 

modal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan, sebab dengan 

investasi, dapat mengubah sumber daya manusia menjadi kekuatan 

ekonomi nyata, dengan meningkatnya investasi akan dapat meningkatkan 

kapasitas produksi yang diharapkan serta dapat meningkatkan produktivitas 

untuk menghasilkan output dan nilai tambah, sehingga akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi.  

Pengukuruan yang dilaksanakan dalam pembuatan LKIP tahun 2022 ini 

tidak hanya mengurai kegiatan yang berlangsung selama satu tahun saja 

tapi mengurai trend-trend yang terjadi selama lima tahun renstra (2022-2026) 

yang diharapkan bisa menjadi acuan untuk perbaikan-perbaikan kegiatan 

ke depannya. 

Program dan kegiatan tahun 2022 sebagaimana telah dijelaskan pada 

Bab III, untuk pencapaian kinerja sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten 

Cianjur melebihi 100% yakni sebesar 107,62%, sedangkan pencapaian 

realisasi investasi sebesar 106.59%  dengan realisasi anggaran sebesar 94.28 % 

dari total anggaran yang dialokasikan. 

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur 
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pada masa mendatang, berencana meningkatkan kualitas perencanaan 

kinerja dan meningkatkan kualitas implementasi program/kegiatan serta 

melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk 

memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. 

Sebagai akhir kata, kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 

DPMPTSP Kab. Cianjur  tahun 2022 ini dapat digunakan sebagai bahan 

evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai 

kinerja DPMPTSP Kab.Cianjur  serta dapat  memberikan masukan bagi 

peningkatan dan penguatan peran kinerja di daerah dengan didukung 

sarana dan prasarana yang memadai. 
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